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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani Makassar No. 2 90111 Telp (0411) 3616940

SURAT KETERANGAN

Nnomor : 050.13/3109 /K/X /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Makassar, Menerangkan dengan sebenarnya
bahwa:

Nama : MURNIATY M

NIM /Jurusan : K052221007 / Administrasi dan Kebijakan
Kesehatan

Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / UNHAS

Alamat : JL P. Kemerdekaan Km.10, Makassar

Benar telah melakukan Penelitian pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Makassar, mulai tanggal 27 Juli s/d 30 September
2023 dengan Judul :

“ANALISIS PERILAKU EKSEKUTIF DALAM PERENCANAAN ANGGARAN
KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR"

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya,

Makassar, 3 Oktober 2023

565% iwvC s @
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SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JI. Jend. Ahmad Yani No. 2,Teip. (0411) 3633700-3615450, Fax. (0411) 3633700
MAKASSAR 90111

KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITI,

Nomor: 070/1827/BPKAD/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama . Drs. MUH. DAKHLAN, M.Si
Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Menerangkan bahwa Mahasiswa/i Perguruan Tinggi yang bemama

Nama . MURNIATY M

NIM . K052221007

Jurusan : Administrasi dan Kebijakan Kesehetan
Perguruan Tinggi . Universitas Hasanuddin

Tanggal Pelaksanaan © 27 Juli 2023 s/d 30 September 2023

Benar telah melakukan penelitan / pengumpulan data pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kota Makassar, dalam rangka penyusunan S

SkripsiTesis dengan judul : “ANALISIS PERILAKU EKSEKUTIF DALAM
PERENCANAAN ANGGARAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN".

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 05 Oktober 2023

ISWADY, SE, M.Si.
Pangkat - Pembina Tk. |
NIP. 19790321 199803 1 002

Dok ini telah dit: gani secara ik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan
oleh Balal Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
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SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAKASSAR

u JI. Andi Pangerang Pettarani Blok E. No. 1-2 Telp. 868296 - 868909 - 880863 Fax. 882455 Makassar 90222
E-mall : dprd_@makassargo i« Homepage : hitp/www.makassar.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor :\6¢8/Sek. DPRD/070/X/2023

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Dr. MUHAJIR, S.K.M.,M.Si
Nip : 19740517 199503 1 003
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I(IV/b)

Jabatan . Kepala Bagian Umum

Instansi . Sekretariat DPRD Kota Makassar

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : MURNIATY M

Nomor Pokok . K052221007

Jurusan :  Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)

Kampus . UNIVERSITAS HASANUDDIN (UNHAS)

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian dengan Judul
“ANALISIS PERILAKU EKSEKUTIF DALAM PERENCANAAN ANGGARAN
KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR”. Untuk dipergunakan
dalam rangka penyusunan Tesis.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 23 Oktober 2023

An. SEKRETARIS DERD KOTA MAKASSAR
KEPALA BAGIAN UMUM

Pafigkat - 3
NIP:19740517 199503 1 003



Tabel 1. Matriks metode wawancara dan pengumpulan data

No VARIABEL METODE
INFORMAN
KODE INFORMAN BIDANG/INSTANSI WM TD (Telaah
(Wawancara Dokumen)
Mendalam)
1 KOMUNIKASI
A. Partisipatif IMD Perencanaan /Dinkes v v
B. Politis usw Keuangan/Dinkes I
C. Atas bawah-bawah atas AAZ Pelayanan v
Kesehatan/Dinkes
AMR Pengendalian v
Penyakit/Dinkes
NPI Sosial v
Budaya/Bappeda
MFA Pengendalian p/BPKAD v
MIS Anggaran/BPKAD v
AHI Banggar/DPRD v
Total 8 Orang Informan
2 POLITIK
A. Partisipatif IMD Perencanaan /Dinkes v
B. Politis
C. Atas bawah-bawah atas
usw Keuangan/Dinkes v
AAZ Pelayanan Kesehatan v
/Dinkes
AMR Pengendalian v

Penyakit/Dinkes
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NPI Sosial v
Budaya/Bappeda
MFA Pengendalian v
Anggaran/BPKAD
MIS Anggaran/BPKAD v
AHI Banggar/DPRD v
Total 8 Orang Informan
NEGOSIASI
A. Partisipatif IMD Perencanaan /Dinkes v
B. Politis
C. Atas bawah-bawah atas
usw Keuangan/Dinkes v
AAZ Yankes/Dinkes v
AMR P2/Dinkes v
NPI Sosial v
Budaya/Bappeda
MFA Pengendalian v
Anggaran/BPKAD
MIS Anggaran/BPKAD v
AHI Banggar v

Total

8 Orang Informan
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METODE PENDEKATAN
(Permendagri 86 th 2017)

TECRI/
KEBIJAKAN/
ATURAN

PROSES

OUTPUT

OUT COME

SARAN

s Rapat rutin, monev, Penguatan
Lingkup Komunikasi | s komunikasi langsung ke Tindak lanjut Komunikasi
k |=| Dinkes Efeklifi2 arah PJ, teknologi informasi hasil rapat Efektif/2 arah
(grup WA)
(0]
0]
Teori R Verifikator setiap SKPD
- eorl D d b Penguatan
P. Partisipatif Komunikasi Bappeda Monev, Komunikasi 1050 |wmssp |  Job Descripti e
Birokrasi . (komunikasi e | tatap muka, via telepon o beserpion | = EfoKID areh
A efeklif) dan pesan singkat :
s
i p N D ——
S BPKAD Pen
L - - guatan
komunikasi Verifikasi dan koordinasi P I
K kElrang Fiorin |™| enosungtatapmuka || Job Description |mmp Komunikasi
Efektif/2 arah
(o] \. J
M
J [ Kegiatan d [ ) h
N Rapat ) _— egialan dan Program dapat Pemanfaatan
1 || erois |=— Pembahasan meE:;f:;;:Lan f'?:gig?s[r;Leg\slallf. anggaran disetujui g toHaksana mp| anggaran dan hasil
. u t
K @ﬁgﬁﬁ[ﬁ? Usulan + Butuh Anggaran? . J program yg nyata
Legislatif) Program /Kegiatan + Alasan  Kebutuhan Kegiatan dan r )
A Anggaran? anggaran tidak mp | Koordinasi dengan Penguatan data
S disetuiui TAPD dukung
——
|
-/
( N
PP No. § th P jan Usul pEI?)ksanzﬁ? di ELLLE
0. enyampaian Usulan musrenbang dihadiri e b e
P. Atas Bawah — 2008 ttg MKeterhliatt?n elemetr;h - Program./Kegiatan oleh elemen - Adanya program = | masyarakat yang
Bawah Atas pelaksanaan SRRl 2 1] melalui aplikasi masyarakat, pricritas sesuai tupoksi
Musrenbang dan legislatif Musrenbang Pemerintah/SKPD SKPD
dan Legislatif \_ J

Gambar 1. Skema perilaku eksekuitif dalam perencanaan anggaran kesehatan (komunikasi)
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f y
TEORI/
METODE PENDEKATAN
(Permendagri 86 th 2017) K'ﬂ'dﬁm“’ PREEY OUT PUT OUT COME SARAN
- o7
Verifikasi Rencana kerja Tercapainya SFt,am“SﬂSI
Teor Kerjasama Rencana Kerja disetujui Target Program rogram
eorl Bappeda
P Partisipatit | mmp Komunikasi Lintas el  SEE—— Peninakat
Birokrasi Sektor Rencana kerja Koordinasi Ka :2;{;% ;:Il;lui
tidak disetujui - dengan pimpinan g
L y Diklat
Verifikasi q
Anggaran Rencana anggaran ) Tercapainya Stabilisasi
(BPKAD) disetujui Target Program Program
r B :
Rencana | Koordinasi Peningkatan
Anggaran disetujui dengan pimpinan Kapasitas melalui
5 \ v Diklat
o
L g Program dapat PETEEETTD
B Pembahasan VeriTes Anggaran disetujul | ump anggaran dan hasil
Pengesahan . terlaksana
| P P. Politis ﬂ .r-'?F'BD Anggaran di Pendekatan program yg nyata
T DPRD dan Kerjasama
| — Anggaran fidak Koordinasi dengan  fmp Penguatan data
K disetujui — TAPD dukung
Usulan
P. Atas Bawah PP No. 8 Ih Komit Terselenggaranya programvkegiatan
: 2 2008 tig omitmen Pelaksanaan dari semua Musrenbang
Bawah Atas pelaksanaan Pemerintah musrenabang —) keglatap Mltis;enbang elemen menjadi
Musrenbang Daerah SRR masyarakat, agenda rutin
pemerintah dan dalam APBD

legislatit

Gambar 2. Skema perilaku eksekuitif dalam perencanaan anggaran kesehatan (politik)
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A 3\ & '
TEORI/
METODE PENDEKATAN
(Permendagri 86 th 2017) KEBIJAKAN PROSES OUTPUT OUT COME SARAN
IATURAN
v 7 \ Wy
) )
7 Rencana Kena Dok.Rencana Realisasi rencana
. Disetujui Kerja Anggaran = kerja
. Verifikasi Rencana y s\
P;gf?reﬂdagl:)?? Kerja (Bappeda) N \
(pros:S :’Jgﬂﬂkasi) / \ Rgncana Ke(ja mele_:por_kan ke » penyediaan date_a
P. Partisipatif N o Teort | Tidak Disetujui | { pimpinan J L dukung yang valid
Komunikasi ( B r w ~ [
A Birokrasi \ 3 . Rencana Anggaran Dok Rencana Real?sasw rencana
Verlﬁl((ggmg)garan " Disetujui Kerja Anggaran = kerja anggaran
\ 7 ) e 7
L ) \ . “ N p
N Rencana Angg_al_an melaporkan ke N Justifikasi
Tidak Disetujui pimpinan kebutuhan anggaran
E \ J J (data dukung)
G
-
0] Anggaran Disetujui N Realﬁsasi rencana
S P h (DPA-APBD) kerja anggaran
I — > P_ Politis el?;;% an Rapa;?gg:gtr:::asan Pe"l%?ilt‘iita” mmp | Kesepakatan Politis
A
S
I

Pembahasan

PP No. 8 th Keterlibatan Penyampaian usulan
P_Atas Bawah — 2008 ttg elemen Usulan program/kegiatan
Bawah Atas pelaksanaan Masyarakat, Program./Kegiatan masyarakat dan
Musrenbang Pemerintah dan melalui aplikasi Eksekutif SI_(PD
Legislatif musrenbang menyampaikan

programnya ke
masyarakat

Gambar 3. Skema perilaku eksekuitif dalam perencanaan anggaran kesehatan (negosiasi)

Anggaran tidak =

Disetujui

Menjalankan
kesepakatan politis

- program prioritas
\.

"

s ™\
Usulan diterima Mengawasi program
karena sesuai dan kegiatan yang
tupoksi akan berjalan
\
Usulan tidak )
diterima karena Edukasi ke
tidak sesuai masyarakat tentang
tupoksi program prioritas
J
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Tabel 2. Matriks hasil pernyataan informan dalam konsep emik dan konsep etik

perencanaan..komunikasi dengan
Puskesmas ada grup WA sesama
bendahara/PPTK termasuk rapat koordinasi
sebulan sekali dengan Puskesmas dan
tingkat dinkes ada rapat koordinasi dan
monev (wajib paparan realisasi fisik dan
keuangan) dengan bagian perencanaan
dan pimpinan..selama sesuai dengan
aturan maka kami mendukung program
yang diajukan

No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep
1 Komunikasi | 1.Tahapan IMD, 40 th | komunikasinya antar dinkes termasuk | Permendagri 86 Bahwa tahapan
(Pendekatan Komunikasi UPTD yakni Puskesmas dan RS sangat | Tahun 2017 komunikasi dimulai
Partisipatif) terbantu dengan adanya media sosial (grup | tentang tata cara | qayj tingkat UPTD
in i inasi ruti erencanaan, :
WA), selain itu ada rapat koordlnas_| rutin Eengendalian dan yakni Puskesmas
dengan Kepala Puskesmas dan pejabatn evallasi kemudian tingkat
: . | evaluasi
st_ruktural RS, sedangkan u_ntuk bidang di pembangunan lingkup dinkes dalam
Dinkes ada monev triwulan, rapat
koordinasi rutin dengan kepala dinas senin daerah dengan bentuk rapat
i\ habi | gl paia . pendekatan koordinasi rutin,
pagi habis apel..awalnya seﬂqp minggu, | partisipatif dengan | monev dan bahkan
tapi karena padat kesibukan akhirnya sekali | melibatkan _
! memanfaatkan media
sebulan berbagai sosial (grup WA)
pemangku grup
USW, 42 th | keuangan mendukung semua kegiatan | kepentingan
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep
AAZ, 46 th | komunikasi dengan sesama Dinkes yakni | Permendagri 86 Bahwa tahapan
adanya monev, rapat koordinasi rutin | Tahun 2017 komunikasi dimulai
dengan  semua  bidang  termasuk | tentang tata cara | daritingkat UPTD
perencanaan dan kepala dinas kadang perencanaan, yakni Puskesmas
seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali pengendalian dan | kemudian tingkat
dan juga ada grup WA evaluasi lingkup dinkes dalam
pembangunan bentuk rapat
daerah dengan koordinasi rutin,
pendekatan monev dan bahkan
Partisipatif memanfaatkan media
dengan sosial (grup WA)
AMR, 40 th | program Pengendalian Penyakit kan karena | Melibatkan
semua kita sudah punya pedoman untuk | berbagai Bahwa untuk program
semua program penyakit menular dan tidak | pPemangku penyakit di Bidang P2

menular, jadi adapun untuk komunikasi itu
kita biasanya memaksimalkan pada
pedoman yang sudah ada...kalaupun
misalnya ada dari Puskesmas yang
bertanya  biasanya juga langsung
dikomunikasikan ke pengelola program
kecuali ada yang nyangkut baru ke level
kabid

kepentingan

merujuk pada Buku
Pedoman dan
komunikasi dengan PJ
program di dinkes
apabila ada kendala
teknis dan sampai
pada level kabid
apabila tidak
menemukan solusi

82




No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep
Komunikasi | 2. Proses IMD, 40 th | kalau Bappeda komunikasinya lancar | Komunikasi yang Proses komunikasi
(Pendekatan Komunikasi karena kita sudah ditunjukkan orangnya | dibangun dengan dengan pendekatan
Partisipatif) untuk dinkes..tim Bappeda pak zainal yang | bentuk partisipatif dianggap

selalu hubungi kami...lancarnya karena | interpersonal yakni | cukup efektif dengan
jelas sapa yang kawal di bappeda dan ada | komunikasi antara | adanya Penanggung
orangnya jadi komunikasi jelas kemana dua orang atau Jawabl/verifikator
lebih dan biasanya | khusus menangani
NPI, 37 th | kami ada tim verifikator dan komunikasi | tidak diatur secara | SKPD yang ditunjuk

hampir semua media, face to face,
kemudian media grup WA, kita punya grup
tersendiri untuk perencana, grup tingkat
kota, intens komunikasi dengan Kadis,
Kabid ...rutin, Kasubag Perencanaan,,, dan
hampir setiap bulan ada komunikasi dan
triwulan (monitoring dan evaluasi)

dan setiap
partisipan
menggunakan
semua elemen
dari proses
komunikasi.

pada masing-masing
bidang program
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep
Komunikasi | 3.Perencanaa | MFA, 27 th | Komunikasi berupa verifikasi ..setelah | Komunikasi efektif | Komunikasi efektif
(Pendekatan | n anggaran dokumen diusulkan kepada kami/BKAD ada | dilakukan dengan | yang dilakukan oleh
Partisipatif) kesehatan tahapan yang namanya verifikasi dokumen | giskysi 2 arah tim verifikator BPKAD

RKA/perenca}naan..Jad| kita ver|flka5|_ hal- dengan dinkes

hal kesesuaian untuk mencapai indikator .

SPM dan verifikasi dalam bentuk diskusi 2 dilakukan dengan

arah bentuk diskusi 2 arah
yakni pengiriman dan
penerimaan pesan
yang disampaikan
dapat diterima dan
dimengerti dengan
baik

IMD, 40 th | BKAD ada verifikatornya, tetapi apabila ada | Keterbatasan Komunikasi yang
masalah pada penganggaran biasanya | komunikasitidak | dilakukan yakni
diarahkan langsung ke pengambil kebijakan | menggunakan konsultasi langsung

yang lebih tinggi dan konsultasi langsung ke
kantor karena paling jarang lewat hp atau
pesan WA karena langsung
person/orangnya dan menjelaskannya
susah...ada grup wa (semua OPD) tapi
grup membahas umum dan bahkan pernah
konsultasi diluar jam kantor

teknologi informasi
sebagai sarana
komunikasi (media
sosial)

tatap muka dengan
level kebijakan yang
lebih tinggi bahkan
diluar jam kerja
karena keterbatasan
tidak menggunakan
teknologi informasi
yakni media sosial
sebagai sarana
komunikasi
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No

Variabel

informasi

Informan

Emik

Etik

Konstruksi Konsep

MIS, 40 th

komunikasi kami dengan dinkes, lumayan
maksudnya bahwa kami apabila ada
perkembangan terkait program dinkes
respon sangat bagus dan cepat dan juga
kami tidak pernah menutup ruang
komunikasi langsung dengan dinkes yakni
komunikasi antar pimpinan..komunikasi
kami bidang anggaran dengan teman
perencanaan bahkan kadang konsultasi
langsung dilakukan diluar jam kantor pun

Komunikasi
langsung tatap
muka dilakukan
pada saat dan
bahkan diluar jam
kerja

Komunikasi bidang
anggaran (BPKAD)
dengan dinkes
dilakukan dengan
komunikasi langsung
tatap muka pada saat
konsultasi dan bahkan
diluar jam kerja
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep
Komunikasi | 1. Usulan IMD, 40th Pada saat pembahasan anggaran di DPRD | Tim TAPD (Tim Dinkes berusaha
(Pendekatan Program ..kami dinkes sudah berusaha | Anggaran berkomunikasi dengan

Politis) Kegiatan berkomunikasi dengan meyakinkan | Pemerintahan legislatif yakni dengan
legislatif untuk usulan program/kegiatan | Daerah) yang meyakinkan legislatif
apabila ada kendala misalnya kurang | diketuai oleh untuk setiap usulan
disetujui oleh legislatif maka tindakan | Sekretaris Daerah | program/kegiatan dan
selanjutnya biasa kami Dinkes dalam hal ini | beserta Pejabat apabila terkendala
Kepala Dinas langsung komunikasi dengan | Perencana maka tindakan
TAPD vyang diketuai oleh Sekretaris | Daerah, PPKD selanjutnya
Daerah yang melibatkan komunikasi dengan

masyarakat yang | tim TAPD
memiliki
kompetensi
Dinkes membuat program..setelah program | (akademisi) Usulan yang telah
2. Usulan AHI, 42th | dibuat, dinkes menyampaikan ke kami dibuat oleh Dinkes
Program DPRD terkait program itu dan meminta | Permendagri 86 akan disampaikan ke
Kegiatan bantuan untuk dianggarkan..nanti kami | Tahun 2017 DPRD melaui rapat
panggil pembahasan Monev mereka | tentang tatacara | pembahasan atau
(dinkes) untuk membacakan program | perencanaan, Monev dan diskusi

kerjanya kami tanya apa indikatornya, kalau
realistis maka kami akan menyetujui..biasa
juga ada yang tidak di acc kalau misal
terlalu tinggi penganggarannya tergantung
dari kekuatan APBD kita dan asas manfaat
kepada warga Kota Makassar

pengendalian dan
evaluasi
pembangunan
daerah dengan
pendekatan politis
yakni
perencanaan
dibahas bersama
dengan legislatif

terkait indikator
usulan, alasan
kebutuhan anggaran
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep
Komunikasi | Musyawarah IMD, 40 th | kegiatan musrenbang yang hadir ada Tokoh | Peraturan Kegiatan musrenbang
(Pendekatan | dari Masyarakat, Tokoh Agama, pasti ada lurah, | Pemerintah menjadi wadah bagi
Atas Bawah- | struktural Babinkantibmas, Kader, SKPD lain, | Republik berbagai lapisan
Bawah Atas) | organisasi Puskesmas, narasumber Bappeda..semua | Indonesia Nomor | masyarakat untuk

dan SKPD menjawab apa programnya ke | 8 tahun 2008 menyampaikan usulan
sosialisasi masyarakat semua berkes_empatan gntuk tentang tahapan, program kegiatan
program menyampaikan usulan sekitar 5 menit per | tata cara sedangkan

SKPD, camat, Ilurah..dan selalu ada | penyusunan, pemerintah dalm hal

anggota dewan datang..usulan semua dari | pengendalian dan | ini SKPD

forum musrenbang dan juga ada | evaluasi menyampaikan apa

aplikasinya musrenbang dikembangkan
sama Bappeda

pelaksanaan
rencana
pembangunan
daerah

programnya ke
masyarakat dan
Bappeda
mengembangkan
aplikasi musrenbang
dan menjadi
narasumber
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep
AAZ, 46 th | terkadang ada juga usulan bukan hanya | Peraturan Acuan bidang

dari Puskesmas tapi juga pada saat | Pemerintah Pelayanan Kesehatan

musrenbang..salah satu acuan kami untuk | Republik mengusulkan kegiatan

melakukan kegiatan jika ada kegiatan yg
berhubungan dengan bidang kami
pelayanan kesehatan maka kami akan
laksanakan kalau memang merupakan hal
urgent atau menyentuh langsung ke
masyarakat dan melihat skala prioritas

Indonesia Nomor
8 tahun 2008
tentang tahapan,
tata cara
penyusunan,
pengendalian dan
evaluasi
pelaksanaan
rencana
pembangunan
daerah

bukan hanya dari
Puskesmas akan
tetapi usulan dari
musrenbang dengan
pertimbangan apakah
merupakan hal yang
mendesak,
menyentuh langsung
msyarakat dan skala
prioritas
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep
Komunikasi | Musyawarah AMR, 47 th | kalau itu kan usulan melalui jalur | Peraturan Kegiatan musrenbang
(Pendekatan | dari musrenbang untuk masyarakat tapi semua | Pemerintah menjadi wadah bagi
Atas Bawah- | struktural di kelola oleh Bappeda jadi disitu biasanya | Republik berbagai lapisan
Bawah Atas) | organisasi kalau ada mereka usulkan jadi jalurnya | Indonesia Nomor | masyarakat untuk

dan dilaporkan sekarang usulan ke musrebang | 8 tahun 2008 menyampaikan usulan
sosialisasi online untuk usulan anggaran 1 atau 2 | tentang tahapan, program kegiatan
tahun ke depan tata cara sedangkan
program dan -
Kegiat penyusunan, pemerintah dalam hal
€giatan ini SKPD

pengendalian dan
evaluasi
pelaksanaan
rencana
pembangunan
daerah

menyampaikan apa
programnya ke
masyarakat dan
Bappeda
mengembangkan
aplikasi musrenbang
dan menjadi
narasumber
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep
NPI, 37 th | untuk kegiatan Musrenbang semua SKPD | Musrembang Bappeda
hadir termasuk anggota dewan jadi untuk | merupakan memanfaatkan
usulan kami sudah ada aplikasi online nya | wadah untuk mengembangkan

jadi untuk usulan 2 tahun kedepan sudah
bisa diinput di aplikasi sehingga
memudahkan pada saat pembahasan
usulan di Musrenbang

menyampaikan
aspirasi
masyarakat dan
melalui
pemanfaatan
teknologi
informasi dengan
mengembangkan
aplikasi online
musrenbang yang
juga dapat
diakses oleh
masyarakat dan
usulan dapat
disampaikan
untuk 1 atau 2
tahun kedepan

teknologi informasi
dengan
mengembangkan
aplikasi online untuk
usulan 2 th kedepan
sudah dapat
disampaikan sehingga
memudahkan pada
saat pembahsan di
musrenbang
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep
2 | Politik 1. Kerjasama | IMD, 40th | Bentuk kerjasama kami dengan Bappeda | Rencana kerja Penyusunan rencana
(Pendekatan lintas yakni pada saat penyusunan rencana kerja | disusun kerja dinkes
Partisipatif) sektoral yang disesuaikan dengan permendagri 86 | berdasarkan diseuaikan dengan
th 2017 dan sinkronisasi dengan program | pedoman pedoman permendagri

prioritas pemerintah daerah Permendagri 86 th | 86 th 2017 tentang
2017 cara perencanaan

pemerintah daerah
dan sinkronisasi

dengan program
prioritas  pemerintah

daerah
IMD, 40 th | Biasanya yang menjadi kendala pada saat | Teori komunikasi
2. Kendala verifikasi rencana kerja di Bappeda kalau | birokrasi Masalah pada saat
kerjasama

ada ubah rincian kegiatan yang
sebenarnya menurut kami prioritas, tapi
belum terakomodir mau dirubah rincian ya
urusannya mi bos sama bos yang bicara
biasanya

Begitu juga pada saat verifikasi anggaran
di BKAD apablia ada kendala terkait
perubahan rincian anggaran akan
diarahkan ke level Kabid dan apabila tidak
menemukan solusi akhirnya kami
melaporkan ke Kepala Dinas biar menjadi
urusan pimpinan

digunakan untuk
komunikasi
organisasi untuk
mencapai
komunikasi
organisasi yg
efektif yakni salah
satu
karakteristiknya
hirearki organisasi
yang terstruktur

verifikasi kegiatan
atau anggaran
merupakan kendala
yang dihadapi dalam
kerjasama yang
dilakukan dengan
lintas sektor yakni
masalah politis dan
salah satu hal yang
perlu diperhatikan
adalah faktor
kepemimpinan
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep
Politik 3. Partisipasi | NPI, 37 th tugas kami Bappeda itu Bappeda | Rencana Fungsi Bappeda
(Pendekatan komprehe menerjemahkan program kegiatan kedalam | Pembangunan mengawal dan

nsif bentuk dokumen visi misi kepala daerah | Jangka Panjang, menerjemahkan  visi

Partisipatif)

kemudian disinkronkan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Pemerintah Pusat dan Provinsi.
Kendala utama yang dihadapi adalah
adanya ketidaksinkronan target program
sehingga terkadang solusi yang dilakukan
adalah koordinasi antar pimpinan.

yang selanjutnya
disingkat RPJP,
adalah dokumen
perencanaan
untuk periode 20

(dua puluh) tahun.

5. Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah, yang
selanjutnya
disingkat RPJM,
adalah dokumen
perencanaan
untuk periode 5
(lima) tahun

misi ke dalam bentuk
program kegiatan yan

disusun dalam
dokumen dan
disinkronkan dengan
RPJPN dan RPJM

Daerah Provinsi
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep
Politik 1.Hubungan IMD, 40 th | kami dinkes dengan legislatif selama ini | Koordinasi pada Koordinasi yang
(Pendekatan Eksekutif - hubungan kami terjalin cukup | rapat dilakukan dinkes akan
Politis) legislatif baik..biasanya akan lebih sering | pembahasan dan | lebih intens ke

berkoordinasi pada saat rapat pembahasan | melakukan legislatif pada saat

anggaran atau monev terkait usulan | pendekatan pembahasan

program kegiatan yang menurut kami | dengan legislatif anggaran terkait

prioritas biasanya kami akan melakukan usulan program dan

pendekatan dengan menyesuaikan dengan kegiatan yang menjadi

dapil wilayah mereka masing-masing prioritas dengan
melakukan
pendekatan dengan
legislatif

AAZ, 40 th | pada saat rapat pembahasan di DPRD | Persoalan Pembahasan

legislatif bertanya-tanya kegiatan apa ini?
mereka juga melihat kegiatan apa saja yang
mau dilaksanakan dan berapa besar
anggaran yang digunakan serta mereka
juga melihat ketersinggungan anggaran
dilaksanakan oleh Dinkes dengan Dapilnya
mereka.. ada pasti faktor kepentingan..tidak
bisa dipungkiri ada faktor kepentingan dari
Dapil wilayah kerja mereka

kepentingan yang
menjadi tujuan
dalam proses
legislasi dalam
DPRD termasuk
mengutamakan
daerah pemilihan
legislatif

anggaran di DPRD
dengan melihat
kegiatan apa saja
yang ingin
dilaksanakan dinkes,
besaran anggaran
yang ingin diminta
serta merujuk pada
apakah terdapat
ketersinggungan
dengan dapil legislatif
atau faktor
kepentingan
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep
Politik 2.Kerjasama IMD, 40 th | pada saat rapat komisi apabila ada usulan | Teori birokrasi Setiap usulan program
(Pendekatan Eksekutif - kegiatan yang tidak disetujui oleh legislatif | digunakan untuk harus sesuai dengan
Politis) legislatif walaupun sudah melakukan pendekatan | komunikasi program prioritas dan

biasanya Kadis langsung ke TPAD dan | organisasi untuk indikator SPM prioritas

apabila masih terkendala akan dilimpahkan | mencapai sehingga untuk usulan

lagi ke tingkat lebih tinggi yakni Walikota komunikasi yang disusun oleh
organisasi yg eksekutif terkendala
efektif yakni salah | dengan anggaran
satu akan dilimpahkan ke
karakteristiknya TAPD sampai ke
hirearki organisasi | tingkat Walikota
yang terstruktur

AHI, 42 th | pemerintah dalam hal ini eksekutif harus | Komunikasi efektif | Eksekutif dan legislatif

sejalan dengan legislatif, mengadakan
kolaborasi yang baik dengan mengajukan
program-program yang baik pula
khususnya pada jenis pelayanan kesehatan
seperti RS dan Puskesmas...dalam hal ini
walikota sebagai pengambil kebijakan mesti
memegang peran dalam pengambilan
keputusan

(diskusi 2 arah)
dan teori
kolaborasi
Barbara Gray
tentang
pentingnya
meningkatkan
kolaborasi antar
organisasi untuk
mencapai tujuan
yang diinginkan

harus bekerja sama
dan berkolaborasi
sehingga akan
menghasilkan
program yang lebih
bermanfaat ke
masyarakat
khususnya pelayanan
kesehatan dan
walikota memiliki
peran penting
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep
Politik 3.Komitmen, IMD, 40 th | Kegiatan murenbang rutin dilaksanakan tiap | Peraturan Komitmen pemerintah
(Pendekatan Rekomenda tahun mulai dari tingkat kelurahan, | Pemerintah kota untuk
Atas Bawah si dan kecamatan hingga kota dan menjadi | Republik melaksanakan
- Bawah) Keputusan komitmen pemerintah kota  untuk | Indonesia Nomor kegiatan musrenbang

Stakeholder

dianggarkan di APBD..

semua usulan masuk dari peserta yang
hadir pada saat forum
musrenbang..termasuk anggota legislatif
yang hadir dan belum kalau mereka marah-
marah sudah 4 tahun diusulkan tapi tidak
didengarkan..ada aplikasinya untuk usulan
dari forum musrenbang jadi bisa dilihat
usulannya diakomodir kah atau tidak.. dan
jadi pertimbangan stakeholder untuk
mengusulkan  kegiatan atau program
dengan mempertimbangkan kebutuhan
Puskesmas dan Rumah Sakit dalam hal
perencanaan kesehatan

8 tahun 2008
tentang tahapan,
tata cara
penyusunan,
pengendalian dan
evaluasi
pelaksanaan
rencana
pembangunan
daerah pasal 36
ayat 1 bagian ¢
tentang program
prioritas urusan
wajib dan urusan
pilihan yang
mengacu pada
standar pelayanan
minimal sesuai
dengan kondisi
nyata daerah dan
kebutuhan
masyarakat

menjadi agenda rutin
dan dianggarakan
dalam APBD

Semua usulan yang
disampaikan pada
saat musrenbang
termasuk legislatif
akan dipertimbangkan
oleh stakeholder
dengan melihat
kekuatan APBD dan
mempertimbangkan
kebutuhan
Puskesmas atau
Rumah Sakit dan
semua usulan dapat
dipantau melalui
aplikasi online
musrenbang
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep
3 | Negosiasi 1. Negosiasi IMD, 37 th | negosiasi dengan Bappeda..weh kalau Kemampuan Verifikasi rencana
(Pendekatan | dengan lintas tidak bisa mi ditahapan kami, ditahapan negosiasi kegiatan merupakan
Partisipatif) | sektor terkait kepala dinas mi dengan Kepala Bappeda.. | membutuhkan tahapan negoisasi dan
biasanya yang menjadi kendala kalau ada | komunikasi yakni apabila ada kendala
ubah rincian kegiatan yang sebenarnya teori komunikasi terkait mengubah
menurut kami prioritas, tapi belum birokrasi rincian kegiatan yang
terakomidir mau dirubah rincian ya digunakan untuk menurut dinkes
urusannya mi bos sama bos yang bicara komunikasi prioritas akan tetapi
biasanya organisasi untuk belum bisa di
mencapai akomodir oleh
IMD, 37 th | negosiasi dengan BPKAD...person yang komunikasi Bappeda sehingga

kita dikasi itu bukan level yang bisa ambil
kebijakan jadi komunikasinya tidak
langsung ke pengambil kebijakannya , ..
jadi kalau ada mau ditanyakan/mau rubah
rincian anggaran.. kita cuma sampe
ditahap kasubidnya.. kalau level ini
masalahnya langsung menghadap ke
atasan (Kabid Anggaran) jadi ditunggu
sampai ada dan bahkan di kejar sampai
RS karena ada urusan keluarga atau lagi
rapat di provinsi dan biasanya kalau
terkendala lagi..Kadis langsung telepon
pak Kaban ..pak Kaban ada masalahnya
begini anggota ku

organisasi yg
efektif yakni salah
satu
karakteristiknya
hirearki organisasi
yang terstruktur

menjadi urusan
pimpinan untuk
berkoordinasi

Tahapan verifikasi
anggaran di BPKAD
pada level Kasubid
apabila ada masalah
pada verifikasi terkait
perubahan rincian
anggaran disarankan
untuk berkonsultasi
langsung dengan
Kabid bahkan diluar
jam kerja dan sampai
pada level yang lebih
tinggi yakni kepala
dinas
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep
Negosiasi 1. Negosiasi AAZ, 46 th | negosiasi dengan Bappeda pada saat Permendagri 77 Diskusi dilakukan
(Pendekatan | dengan lintas verifikasi anggaran..biasanya kami dinkes Th 2020 tentang lingkup dinkes untuk

Partisipatif)

sektor terkait

diskusi dulu ..misal kalau anggaran
terbatas diskusi lagi di bidang..kegiatan
apa yang paling urgent.. memang
seumpama ada sisa sedikit anggaran yang
harus dibagi..kami melihat skala prioritas
kegiatan apa yang perlu ditambahkan atau
dilaksanakan.. nah setelah itu verifikasi di
Bappeda harus diikutsertakan justifikasi
atau alasan kenapa sampai muncul lagi
kegiatan ini atau penambahan anggaran
dari pada kegiatan yang akan dilaksanakan

Pedoman Teknis
Pengelolaan
Keuangan Daerah
SiLPA pada
dasarnya
merupakan sisa
anggaran tahun
lalu yang dapat
dibawa dan
digunakan kembali
pada tahun
berikutnya dengan
mempertimbangka
n skla prioritas dan
justifikasi kegiatan
direncanakan
kembali

sisa anggaran (SIiLPA)
tahun lalu dan
dianggarkan untuk
tahun depan dan saat
verifikasi anggaran di
Bappeda harus
menyertakan alasan
kegiatan dianggarkan
kembali
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep
Negosiasi Bentuk IMD, 40 th | negosiasi dengan anggota legislatif di | Tahapan Pembahasan
(Pendekatan | negosiasi Banggar...woow itu dirapat toh pasti, di | kebijakan anggaran di DPRD
Politis) dengan forum kan selalu ada rapat komisi, sesudah | Penetapan untuk menetapkan

legislatif rapat komisi diangkat ke banggar, setelah anggaran _d_engan bes.aran anggaran
dari b kembali lagi ke komisi rapat komisi dan setiap usulan program
f'i” anggar emball lagr ke _or?1|S|, rapat Banggar dibahas melalui rapat
biasanya ditanya dulu program prioritas, komisi kemudian rapat
indikator kebutuhan anggaran, ditanya banggar dan kembali
realisasi sebelumnya lagi ke rapat komisi
AHI, 42th | kami tanya apa saja indikatornya, kenapa

butuh dana sekian, apa alasannya..kalau
realistis bisa dijawab dengan baik maka

kami Badan Anggaran/legislatif tidak
segan-segan untuk mengetok palu
menyetujui yang penting valid

pelaporannya dan dapat dipertanggung
jawabkan .. biasa juga ada yqg tidak di acc
kalau misal terlalu tinggi penganggarannya
lantas kita melihat kekuatan APBD kita
berapa.. akan dibahas sebanyak 3 Kkali
rapat (komisi, banggar, komisi) biasa kita
pangkas tergantung asas manfaat kepada
warga kota Makassar

Program disusun
disesuaikan
dengan indikator
program prioritas
untuk mendukung
SPM Kesehatan

Penyusunan program
disesuaikan dengan
indikator program
prioritas, kebutuhan
anggaran realistis
maka akan disetujui
oleh DPRD dan
sebaliknya anggaran
tidak disetujui apabila
terlalu tinggi
penganggarannya dan
berdasarkan asas
manfaat kepada
masyarakat
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep
Negosiasi 1. Proses IMD, 40 th | selalu diusul yang tidak bisa kami Peraturan Usulan kegiatan
(Pendekatan | negosiasi anggarkan, paling sering langganannya Pemerintah sarana posyandu
Atas Bawah- | Atas Bawah — kesehatan itu diusulkan posyandu..nah itu | Republik (pembangunan
Bawah Atas) | Bawah Atas posyandu kan UKBM dari dan oleh Indonesia Nomor | gedung) pada saat

masyarakat jadi kami akomodir yang 8 tahun 2008 musrenbang

sesuai tupoksi..yang tidak ya ditolak.. dan
ada aplikasinya itu kalau yang usulan
musrenbang jadi bisa juga kita lihat
diakomidir kah atau tidak..aplikasinya
dikembangkan sm Bappeda

Pada saat verifikasi di Bappeda atau
BPKAD apabila ada kendala biasanya oleh
Kasubid langsung diarahkan ke Kabid dan

apabila tidak menemukan solusi akhirnya

kami Dinkes melaporkan hal tersebut ke

Kepala Dinas dan menjadi urusan Kepala

Dinas dengan Kepala Bappeda ataupun
BPKAD

tentang tahapan,
tata cara
penyusunan,
pengendalian dan
evaluasi
pelaksanaan
rencana
pembangunan
daerah pasal 36
ayat 1 bagian ¢
tentang program
prioritas urusan
wajib dan urusan
pilihan yang
mengacu pada
standar pelayanan
minimal sesuai
dengan kondisi
nyata daerah dan
kebutuhan
masyarakat

merupakan kegiatan
yang sulit diakomodir
oleh dinkes karena
merupakan kegiatan
UKBM (Usaha
Kesehatan Berbasis
Masyarakat) dinkes
hanya mengakomodir
kegiatan sesuai
tupoksi dan usulan
dapat di patau melalui
aplikasi murenbang
yang dikembangkan
oleh Bappeda
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BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN
KOTA MAKASSAR

Pada harl Rabu tanggal 1 bulan Maret tahun 2023 telah diselenggarakan Forum
Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sesuai
dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalamLAMPIRAN | berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kota Makassar terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok
diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka
pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 1 Maret 2023
Jam 1 12.00 WITA
Tempat : Hotel Claro Makassar

Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023
MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator
kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah
diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat
Daerah;

KEDUA : Menyepakati Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN |1 berita acara ini;

KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat
Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN Ill berita acara ini;

KEEMPAT:  Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN
1,1L11) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah Dinas
Kesehatan Kota Makassar ini; dan

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan
penyempurnaan rancangan RKPD Kota Makassar Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Makassar, 1 Maret 2023
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DAFTAR HADIR PESERTA

KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR

Hari | Tanggal : Rabu /01 Maret 2023
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Tersedianya dokumen
perencanaan, penganggaran,
penganggaran, dan Evaluasi dan Evalusasi Kinerjs Perangkat
Kinerja Perangkat Daerah oaerah
1] 2| 1] 6201 1 [Penyusunan Dokumen ferencanaan Pesangkat 3 2 Dokumen ‘2 Dokumen 103.000.000| AFBD jumiah Bokumen Ferencanaan | 2 Dokumen 20,000,000
Daerah Perangkat Daerah
Daerah
1] 2| 1| 0201 | 2 |Foardinasi dan Penpusunan Dokumen RIKA- SKPO REASKPD. KA [Dinas 1 Dokumen 1 Dolumen 23,000,000 aPED Jumiah Dakumen AKA-SKPD T Dokumen 23.000.000
Hasil Koardinasi Hasil (amalton dan Laporan Hasil koordinasi
" Dokumen AtA- | Koardinasi Femyusunan oy Dokumen RKa-
Dokumen RIA-SKED ske0
1] 2| 1] 0201 | 3 |Foardinas dan Penpusunan Dokumen Perubahan Ferubanan i (3 TDokumen T Dokmen "30.000.000] D umish Dakumen Ferubahan T Dokumen 20,000,000
REA - SKPD RKA-SKPD dan Laporan Hasil  |Perubahan REA-SKPO dan | Mesehatan RKASKPD dan Laporan Hasl
Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Kaordinas Penyusunan
Bakumen Perubahan RKA-SE#D |Peryusunan Dokumen Bokumen Perubiahan BKASKFD
Perubanan REA-SKPD
1] 2| 1| 6201 | 4 |Foardinasi dan Penyusunan Dokumen DFA - SKFD DRA-SKED 7 DFA- [Bines 1 Dokumen 1 Dolumen 15.000.000| AFED umiah Dakumen DFA-SKED T Dokumen 15,000,000
Hasil Kpardinasi Hasil e dan Laporan Hasil koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-  |Koardinasi Penyusunan Penyusunan Dokumen DPA-
) skPD
1] 2| 1| 0201 & |Koardinasi dan Penpusunan Dokumen Perubahan Perubahan Dini 1 Dokumen 1 Dolumen. 10.000.000 aPeD Jumiah Dakumen Perubahan 1 Dokumen 10,000,000
DPA - SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil  |Perubahan DPA-SKPD dan [ Mesehatan DPASKPD dan Laparan Hasl
Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil koordinasi Koardinasi Penpusunan
Dakumen Perubahan DRA-SKD |Penyusunan Dokumen bakumen Perubzhan DFA-SKPD
Perubahan DPA-SKPD
1] 2| 1| 0201 | & |voardinasi dan Penpusunan Laporan Capaian lumiah Laparan Capaian Tersedianya Laporan hota Makissar Zlapoman TLaporan 130.000.000| areD lumish Laporan Capaian. TLaporan 130.000.000]
¥inerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhticar Reaisasi |Capaian Kinesja dan Ikhtisar Kinerja dan khtisar Realisasi
i an Laparan Hasil i Kinerja SKPD dan Kinerja $K#D dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laparan Hasil koordinasi Koardinasi Penpusunan
Laparan Capaian Kinesja dan | Pemyusunan Laporan Laporan Capaian Kinerja dan
Kinerja SkPD |ca Ikhtisar Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1] 2| 1| 0201 | 7 |Evaluasi Kinesja Perangkat Gaerah Tumiah Dinis Slapoman 3Laporan '336.000.000 T usmish Laporan Evaluasi 3Laporan 336,000,000
Kinesja Perangkat Oaerah Kinerja Perangkat Daerah  |Mesenatan Kinerja Perangkat Daerah
1] 2| 1| 0282 |Administrasi Keuangan [Terlaksananya Administrasi 0% 134,450,227 600) [T Terlaksananya Administrasi 100% 135.471.277.050)
Keuangan n
1] 2| 1| 0202 1 [Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASH Jamiah O dan 2034 14 Dokumen 132,612 924 200| aPeD Jumish Orang yang Menerima | 2034 Drang/Bulan | 133 592974250
Gaji dan Tunjangan ASH Tunjangan ASH Orang/Bulan G dan Tung s
1] 2| 1| 0202 2 |Penyediaan Administras Pelakranaan Tugas ASN Hasil ianyan Adminiserad 13 bokumen 13 Dokumen 1.287.720.000| T Jumiah Dakumen Hasil 13 Dokumen 1287.720.000]
Priaicsanaan Tugas ASH
1] 2| 1| 0202 3 [Pelaksanaan Penatausahaan dan 12 bokumen 12 Dokumen 553 £78.800| areD lumiah Dakumen 12 Dokumen 553,878 00|
Penguj dan
1] 2| 1| 0202 | & |Koardinasi dan elaksanaan Akuntarsi SKPD. ¥oomdinasi
dan Peiak Akt
1] 2| 1| 620z | 5 [koardinasi dan Penpusunan Lagaran euangan Kapadinasi 11apomn 1Laporan 18,053,000 aFBD 1Laporan 18053000
atnir Tahun sken dan Penyusunan Laparan tan Penyusunan Laporan
" Ak Tahun SKPO i Tahun SEPO
1] 2| 1| 0202 & [Pengetolaan gan Penyiagan Bahan Tanggapan Eahan [y & Dokumen & Dokumen 465,000 apeD Jumiah Dakumen Bahan & Dckumen 653,000
Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan dan  |Bahan Tanggapan (amalton Tanggapan Pemeriksaan dan

Tindak Lanj eril Tindak Tindak Lanj eriksaan
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